BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO DASAR HUKUM JANGKA WAKTU
INFORMASI PENGECUALIAN INFORMASI KOSEKUENSI/PERTIMBANGAN
BAGI PUBLIK
DIBUKA DITUTUP
1. | Surat Usul / Laporan/ Pengaduan | Undang-Undang Nomor Informasi yang Melindungi hak Terbuka sepanjang

dari SKPD / Instansi tentang
Dugaan Pelanggaran Disiplin

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, (Pasal 17 huruf h)

berkaitan

dengan hak pribadi
(Bertentangan
dengan asas
praduga tak bersalah

pribadi
PNS yang
bersifat rahasia

pengadu dan/atau
teradu (yang
diadukan)
memberikan
persetujuan tertulis

2. | Berita Acara Pemeriksaan Dugaan | Undang-Undang Nomor Informasi yang Melindungi hak Terbuka sepanjang
Pelanggaran Disiplin 14 Tahun 2008 tentang berkaitan pribadi pengadu dan/atau
Keterbukaan Informasi dengan hak pribadi PNS yang teradu (yang
Publik, (Pasal 17 huruf h) | (Bertentangan bersifat rahasi diadukan)
dengan asas memberikan
praduga tak bersalah persetujuan tertulis
3. | Resume dan Notulensi Sidang Tim | Undang-Undang Nomor Informasi yang Melindungi hak Setelah terbitnya
Penyelesaian Kasus Dugaan 14 Tahun berkaitan dengan hak | pribadi surat ijin / keterangan
Pelanggaran 2008 tentang pribadi : PNS yang bersifat perceraian dan PNS
Disiplin Keterbukaan Informasi a. Akan mengungkap | rahasia yang bersangkutan
Publik, (Pasal 17 huruf h data memberikan ijin
pribadi PNS yang tertulis
bersifat rahasia
b. Bertentangan
dengan
asas praduga tidak
bersalah
4. | ldentitas PNS yang Dijatuhi Undang-Undang Nomor Informasi yang Melindungi hak Terbuka sepanjang

Hukuman Disiplin

14 Tahun
2008 tentang

berkaitan
dengan hak pribadl

pribadi
PNS yang bersifat

ada ijin dari yang
mempunyai data




Keterbukaan Informasi
Publik, (Pasal 17 huruf h)

rahasia

untuk kepentingan
dinas

5. | Identitas PNS yang Mengajukan Undang-Undang Nomor Akan mengungkap Melindungi hak Setelah terbitnya
Izin 14 Tahun data pribadi surat ijin / keterangan
Perceraian/ Perkawinan 2008 tentang pribadi PNS yang PNS yang perceraian dan PNS
Keterbukaan Informasi bersifat bersifat rahasia yang bersangkutan
Publik, (Pasal 17 huruf h) | rahasia memberikan ijin
tertulis
6. | Hasil Rekam Medik PNS yang Undang-Undang Nomor Akan mengungkap Melindungi data Terbuka sepanjang
Mengikuti Pengujian Kesehatan 14 Tahun data pribadi ada ijin dari yang
2008 tentang pribadi PNS yang PNS yang bersifat mempunyai data
Keterbukaan Informasi bersifat rahasia untuk kepentingan
Publik, (Pasal 17 huruf h) | rahasia dinas
7. | Data Hasil Tes Potensi Undang-Undang Nomor Akan mengungkap Melindungi hak Terbuka apabila
Perorangan 14 Tahun rahasia pribadi pihak yang
PNS 2008 tentang pribadi PNS yang PNS yang rahasianya diungkap
Keterbukaan Informasi bersifat bersifat rahasia memberikan
Publik, (Pasal 17 huruf h) | rahasia persetujuan tertulis
8. | Dokumen dan Formulir Isian Undang-Undang Nomor Akan mengungkap Melindungi hak Terbuka untuk data
Pegawai (FIP) 14 Tahun rahasia pribadi administrasi
2008 tentang pribadi PNS yang PNS yang kepegawaian, kecuali
Keterbukaan Informasi bersifat bersifat rahasia data yang sifatnya
Publik, (Pasal 17 huruf h) | rahasia pribadi dan data
terkait disipli
9. | Biodata Elektronik PNS (database) | Undang-Undang Nomor Akan mengungkap Melindungi hak Terbuka untuk data
14 Tahun rahasia pribadi administrasi
2008 tentang pribadi PNS yang PNS yang kepegawaian, kecuali
Keterbukaan Informasi bersifat bersifat rahasia data yang sifatnya
Publik, (Pasal 17 huruf h) | rahasia pribadi dan data
terkait disipli
10. | Arsip Dinamis yang Menyangkut Undang-Undang Nomor Dapat Melindungi Terbatas sampai
Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan | 14 Tahun disalahgunakan oleh | kerahasiaan setelah selesai
dan Perjalanan Dinas 2008 tentang pihak-pihak yang dokumen diaudit

Keterbukaan Informasi

tidak




Publik, (Pasal 17 huruf i)

bertanggung jawab

11.

Dokumen Pemeriksaan dan Reviu
(Nota Analisa, Kertas Kerja
Pemeriksaan, Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Nota Hasil
Pemeriksaan)

a. Undang-Undang
Nomor 14

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik,

(Pasal 17 huruf i)

b. Undang-Undang
Nomor 15

Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Dapat disalahgunakan
oleh

pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab
Membantu badan publik
dalam mencapai
keberhasilan
pelaksanaan
kebijakan

Terbatas sampai
dengan telah
dilaporkan kepada
BPK (sesuai dengan
pasal 3 Undang-
Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Tanggung Jawab
Keuangan

Negara, (Pasa 3)

Dapat
disalahgunakan oleh
pihak-pihak yang
tidak

bertanggung jawab

Membantu badan
publik

dalam mencapai
keberhasilan
pelaksanaan
kebija

Terbatas sampai
dengan telah
dilaporkan kepada
BPK (sesuai dengan
pasal 3 Undang-
Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan




12. | Dokumen Tindak Lanjul Hasil Undang-Undang Nomor Dapat Membantu badan Terbatas sampai
14 Tahun disalahgunakan oleh | publik dengan tindak lanjut
2008 tentang pihak-pihak tertentu dalam penyusunan | hasil pemeriksaan
Keterbukaan Informasi kebijaka selesa
Publik, (Pasal 17 huruf i)

13. | Dokumen Pengadaan a. Undang-Undang a. Dapat mengganggu | a. Perlindungan hak | Terbatas, sampai
Barang/Jasa Nomor 14 kepentingan kekayaan dengan penetapan
(Dokumen Lelang/ Seleksi dan Tahun 2008 Tentang perlindungan hak atas | intelektual dan penyedia barang dan
Dokumen Kualifikasi) Keterbukaan kekayaan intelektual menjaga jasa

Informasi Publik, dan persaingan
(Pasal 17 huruf b) perlindungan dari usaha yang tidak
b. Undang-Undang persaingan usaha sehat

Nomor 5 Tahun yang b. Melindungi
1999 Tentang Larangan tidak sehat kerahasiaan
Praktek b. Membuka rahasia perusahaan
Monopoli dan Persaingan | perusahaan c. Menjaga
Usaha c. Terhambatnya objektifitas

Tidak Sehat, (Pasal 23) c. | proses penilaian dokumen
Undang-Undang Nomor penilaian dokumen

30

Tahun 2000 tentang

Rahasia

Dagang, (Pasal 3 dan 4)

14. | Rincian Harga Penawarandari a. Undang-Undang Membuka rahasia Melindungi hak atas | Setelah
Calon Nomor 14 perusahaan yang rahasia penandatanganan
PenyediaBarang/Jasa Tahun 2008 tentang dijamin dagang bagi kontrak

Keterbukaan oleh Undang-Undang | penyedia
Informasi Publik,(Pasal 17 barang/jasa

huruf i

dan huruf j)

b. Undang-Undang
Nomor 30

Tahun 2000 tentang
Rahasia

Dagang, (Pasal 3 dan 4)




15.

Rincian Harga Satuan Pada
Perhitungan HPS (Harga
Perkiraan

Sendiri) yang

Pelaksanaannya Sedang Dalam
Proses

a. Undang-Undang
Nomor 14

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan

Informasi publik, (Pasal
17 huruf

i dan huruf j)

b. Undang-Undang
Nomor 30

Tahun 2000 tentang
Rahasia

Dagang, (Pasal 3 dan 4)

Menghambat
kesuksesan
kebijakan karena
adanya
ketidakwajaran
penawaran

Efisiensi anggaran
karena

diperoleh
penawaran harga
yang

wajar

Terbatas sampai
dengan proses
Pengadaan Barang
Jasa selesa

KEPALA PPID PELAKSANA

dto

Ir. HAMARTONI AHADIS ,M.SI
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